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Abstrak
 

Pemilikan hak atas tanah di Indonesia memandatkan kepada pemiliknya untuk memiliki tanah secara yuridis

dan menguasainya secara fisik. Akan tetapi, pada faktanya pemilikan hak atas tanah dan penguasaan secara

fisik dapat dilakukan oleh 2 (dua) subjek yang berbeda. Penguasa fisik dalam hal ini memanfaatkan dan

menikmati tanah, padahal ia bukanlah pemilik hak atas tanah. Secara normatif, Indonesia tidak mengenal

pemisahan pemilikan hak atas tanah secara yuridis dan penguasaan secara fisik. Hal ini berbeda dengan di

Inggris yang mengakui pemilikan secara yuridis dan secara fisik tersebut. Inggris menerapkan konsep trust

yang membuat pemilikan tanah dapat dipisah, yaitu pemilikan secara hukum (legal right) yang dipegang

oleh trustee dan pemilikan manfaat (equitable right) yang dipegang oleh beneficial owner. Hak penguasaan

secara fisik oleh beneficial owner ini tidak didaftarkan, namun tetap dilindungi oleh hukum dan equity

apabila tanah yang dihuni hendak dijual atau dialihkan. Selain itu, pembeli tanah yang hendak membeli

tanah yang di atasnya terdapat beneficial owner pun juga terlindungi melalui konsep overreaching. Skripsi

ini membahas 2 (dua) hal, yaitu: (1) pengaturan beneficial owner dalam konteks pertanahan di Indonesia;

dan (2) fisibilitas penerapan overreaching untuk melindungi kepentingan pembeli tanah dan penguasa fisik

tanah. Penelitian terhadap 2 (dua) masalah tersebut dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan

pendekatan perbandingan hukum. Indonesia pada hakikatnya tidak mengenal konsep beneficial owner dalam

konteks pertanahan. Akan tetapi, nuansanya dapat dilihat dari beberapa pengaturan hak terhadap tanah.

Terakhir, konsep overreaching dari Inggris dapat diterapkan di Indonesia mengingat diaturnya pranata

serupa trust dalam KUHPerdata dan dianutnya asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding beginsel).

Perlu adanya penyesuaian apabila konsep overreaching ini diadopsi ke dalam hukum Indonesia sehingga

esensi dan semangat perlindungan overreaching dapat tercipta

......Land ownership in Indonesia mandates the owner to own the land juridically and possess it physically.

However, in fact the ownership of land rights and physical possession can be vested in 2 (two) different

subjects. The subject who is vested the physical right utilizes, benefits, and enjoys the land, notwithstanding

s/he is not the legal owner of the land. By law, Indonesia does not recognize the separation of the land

ownership which is different in the UK that is recognized the land ownership legally and physically. The

UK applies the concept of trust that makes land ownership separateable, i.e. legal rights held by trustees and

equitable rights held by beneficial owners. The right of physical possession by the beneficial owner is not

registered but is still protected by law and equity if the land occupied is to be sold or transferred. In addition,

land buyers who want to buy land on which there is a beneficial owner are also protected through the

concept of overreaching. This thesis discusses 2 (two) things, namely: (1) beneficial owner arrangements in

the context of land in Indonesia; and (2) the feasibility overreaching to protect the interests of land buyers

and physical landlords. Research on these 2 (two) problems was analyzed using normative juridical methods
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with a comparative legal approach. Indonesia basically does not recognize the concept of beneficial owner

in the context of land. However, the nuances can be seen from several arrangements for land rights,

considering that Indonesia adheres to the principle of horizontal separation (horizontale scheiding beginsel).

Lastly, the concept of overreaching from the UK can be applied in Indonesia taking into account the

regulation of trust-like is stipulated in the Civil Code. An adjustment is needed if the concept of

overreaching is adopted into Indonesian law so that the essence and spirit of overreaching protection can be

created.


